
 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG 

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018      

YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN MENURUT JENISNYA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

 
WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 91  TAHUN 2018 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah 

ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun      

Anggaran 2018 yang Dijabarkan Secara Triwulanan menurut 

Jenisnya; 

  b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun            

Anggaran 2018 Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian terhadap Target 

Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018 

yang Dijabarkan Secara Triwulanan menurut Jenisnya; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan               

Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota      

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah                    

Kota Depok Tahun Anggaran 2018 yang Dijabarkan Secara 

Triwulanan menurut Jenisnya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3828); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004           

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
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  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

  13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok                 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 

Nomor 04); 
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  14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 

Nomor 5); 

  15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); 

  16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2018                

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Depok      

Tahun 2018 Nomor 06); 

  17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018; 

   

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TENTANG        

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK           

TAHUN ANGGARAN 2018 YANG DIJABARKAN SECARA 

TRIWULANAN MENURUT JENISNYA. 

   

  Pasal I 

  Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 3         

Tahun 2018 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok 

Tahun Anggaran 2018 yang Dijabarkan Secara Triwulanan 

menurut Jenisnya  (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 

Nomor 3), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran  

Peraturan Wali Kota ini. 
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  Pasal II 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Depok. 

   

   

                                                                                 Ditetapkan di Depok 

                                                                                 pada tanggal 18 Desember 2018 

                                                                                  WALI KOTA DEPOK, 

 

                                                                                             TTD 

 

                                                                               K.H. MOHAMMAD IDRIS 

 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 18 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

 

      TTD 

 

HARDIONO 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 94 


